BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1 Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit
sepeda motor di Kota Bengkulu belum sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Sebagian besar lembaga pembiayaan
tidak melakukan pembuatan akta notaris dan pendaftaran
sertifikat fidusia sebagaimana diwajibkan undang-undang.
Akibatnya, jaminan fidusia yang dibuat tidak sah secara
hukum dan kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Praktik
penarikan paksa kendaraan oleh debt collector tanpa
sertifikat fidusia juga melanggar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta bertentangan
dengan asas perlindungan hukum bagi konsumen.

2 Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan
jaminan fidusia di Kota Bengkulu tidak sejalan dengan
prinsip keadilan (‘adl), kerelaan (taradhi), dan

kemaslahatan (maslahah). Tindakan penarikan kendaraan
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tanpa prosedur hukum yang sah merupakan bentuk
kezaliman (zulm) yang bertentangan dengan QS. Al-
Baqarah: 283 dan 280, serta hadis SAW, yang yang
berbunyi” Tidak halal harta seorang Muslim diambil
kecuali dengan kerelaan hatinya.” Secara syariah, jaminan
fidusia dapat diterima sebagai bentuk modernisasi akad
rahn, namun implementasinya harus menjunjung asas
keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak

kedua belah pihak.

B. Saran
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1. Saran untuk Pihak Leasing

Pihak leasing disarankan untuk meningkatkan
kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 dengan memastikan setiap perjanjian kredit
sepeda motor didaftarkan sebagai jaminan fidusia secara
sah, serta menerapkan mekanisme eksekusi yang sesuai
prosedur hukum tanpa intimidasi. Selain itu, leasing perlu
memperkuat transparansi dalam menjelaskan seluruh

klausul perjanjian, biaya, hak dan kewajiban konsumen,



serta menyesuaikan praktik pembiayaan dengan prinsip-
prinsip keadilan dan keterbukaan dalam hukum ekonomi
syariah.
Saran untuk Konsumen

Konsumen disarankan untuk membaca dan
memahami  seluruh isi  perjanjian  kredit sebelum
menandatangani, termasuk status jaminan fidusia, biaya
tambahan, dan konsekuensi wanprestasi. Konsumen juga
perlu memastikan bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan
secara resmi, melakukan pembayaran tepat waktu, tidak
mengalihkan = kendaraan tanpa 1zin leasing, serta
berkomunikasi secara terbuka dengan pihak leasing jika
mengalami kendala finansial agar penyelesaian dilakukan

secara baik dan sesuai hukum serta prinsip syariah.
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